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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan 

Dari uraian bab-bab sebelumnya maka terdapat beberapa kesimpulan

mengenai Analisis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya 

Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada UPTD Surabaya Timur 

diantaranya sebagai berikut :

1. Sistem Sistem pemungutan pajak daerah yang dipergunakan dalam 

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu Sistem Official 

Assessment, Hal tersebut dapat dijelaskan dari proses pemungutan pajak 

berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat 

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

2. Jumlah Target yang ditentukan oleh pemerintah daerah untuk wilayah 

Surabaya timur  pada tahun 2013 berkurang sebesar 10% dari target 

sebelumnya pada tahun 2012 dikarenakan adanya pemecahan wilayah 

yang sebelumnya pada tahun 2012 ada 7 kecamatan dan pada tahun 2013 

menjadi 6 kecamatan. Kecamatan yang pecah adalah tenggilis mejoyo 

yang sekarang masuk wilayah Surabaya selatan.

3. Pendapatan dari pemungutan pajak kendaraan bermotor dan BBNKB di 

wilayah Surabaya Timur berkontribusi terhadap sektor pajak 
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daerah pada tahun 2012-2013 kurang lebih sebesar 30% dari jumlah 

pendapatan pajak daerah kota Surabaya.

5.2. Saran

Berdasarkan pada hasil pembahasan, Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan 

Bermotor Di UPTD dan SAMSAT Manyar Surabaya Timur Sudah Sesuai dengan 

peraturan daerah namun ada hal – hal yang dapat disampaikan sebagai saran 

kepada pihak – pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan Pajak 

Kendaraan Bermotor, khususnya pihak UPTD Surabaya Timur, sebagai berikut:

1. Untuk memudahkan dan mengefisiensikan dalam proses pengiriman surat 

pajak hendaknya pihak UPT menambah jumlah karyawan yang memadai 

untuk mengirimkan surat pajak kepada wajib pajak sehingga tidak perlu 

ada lagi keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengiriman surat pajak.

2. Hendaknya pihak UPT menambah jumlah komputer yang ada, dengan 

jumlah komputer yang ada saat ini kurang memadai terbukti  pada saat 

proses penginputan data karyawan yang satu dengan yang lain saling 

bergantian dan hal ini dapat diminimalisir jika jumlah komputer ditambah.

3. Sebaiknya pihak UPTD dan SAMSAT memperkenalkan administrasi 

perpajakan kepada masyarakat dengan berlandaskan mudah dan 

pentingnya pembayaran pajak jika masyarakat sadar akan besarnya 

kontribusi pajak terhadap pendapatan Asli Daerah. Dengan memberikan 

penyuluhan ke kecamatan-kecamatan kususnya di wilayah Surabaya timur 

tentu akan sangat membantu masyarakat yang kurang mengetahui baik 
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tentang administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor maupun 

langkah-langkah yang harus dilakukan oleh wajib pajak ketika mengurus 

pajak kendaraan bermotornya hal seperti ini hendaknya dilakukan oleh 

pihak instansi terkait kedepannya guna mengoptimalkan potensi-potensi 

dari jumlah objek kendaraan bermotor khususnya di wilayah Surabaya 

timur.
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